BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi gig sangat pesat. Contoh dari
ekonomi gig yang terkenal di Indonesia adalah jenis on-demand platform
atau aplikasi berbasis permintaan konsumen pada industri ride-hailing atau
transportasi seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive. Pesatnya
pertumbuhan ekonomi gig di Indonesia tentunya menghadirkan potensi
pajak yang cukup besar. Akan tetapi, secara normatif, belum terdapat
peraturan perpajakan yang secara khusus mengatur mengenai ekonomi
gig. Terlebih, peraturan perpajakan yang ada belum cukup memadai untuk
dijadikan landasan pengenaan pajak bagi pekerja gig. Hal ini disebabkan
oleh peraturan perpajakan yang ada lebih menitikberatkan pada pengenaan
pajak bagi pekerja formal seperti karyawan. Selain itu, berdasarkan hasil
identifikasi peraturan perpajakan yang relevan, belum terdapat peraturan
yang secara tepat mengatur pajak penghasilan bagi pekerja gig atas
penghasilan yang mereka terima. Lebih lanjut, mengingat bahwa
hubungan antara pekerja gig dan perusahaan platform digital adalah
hubungan kemitraan yang mengacu pada UU UMKM, pekerja gig dapat
dikenakan PPh UMKM jika mereka memenuhi kriteria UMKM. Namun
demikian, evaluasi spesifik terhadap masing-masing kasus perlu dilakukan
untuk memastikan klasifikasi yang tepat dan penerapan PPh yang sesuai.
Tantangan perpajakan dalam ekonomi gig tidak hanya terjadi di
Indonesia saja. Di banyak negara, hal ini juga menjadi masalah hukum
yang kompleks, mengingat status kepegawaian mereka bukan karyawan.
Akan tetapi, terdapat beberapa negara seperti Spanyol, Inggris, dan
Belanda yang telah menerapkan peraturan perpajakan bagi pekerja gig
untuk mengatasi tantangan tersebut. Dari pengalaman negara-negara ini,
Indonesia dapat mempertimbangkan pendekatan yang serupa dari Spanyol,

Inggris, dan Belanda dalam mengatur pengenaan pajak bagi pekerja gig.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat

diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pembentukan regulasi yang khusus untuk ekonomi
gig: Pemerintah Indonesia perlu segera mengembangkan peraturan
perpajakan yang khusus mengatur pengenaan pajak bagi pekerja
gig. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat,
termasuk pekerja gig dan perusahaan platform digital, memahami
kewajiban pajak mereka dan untuk menciptakan keadilan dalam
sistem perpajakan.

2. Studi komparatif terhadap pengalaman negara-negara lain:
Indonesia dapat melakukan studi komparatif terhadap pengalaman
Spanyol, Inggris, Belanda, maupun negara lainnya dalam mengatur
pajak bagi pekerja gig. Dengan mempelajari pendekatan dan solusi
yang telah diterapkan oleh negara-negara tersebut, Indonesia dapat
mengeksplorasi opsi terbaik yang sesuai dengan kondisi ekonomi
gig di Indonesia.

3. Kolaborasi dengan pihak terkait: Pemerintah dapat melakukan
kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti perusahaan
platform digital, asosiasi pekerja gig, dan ahli pajak, untuk
merumuskan kebijakan yang efektif dan dapat diterima oleh semua

pihak terkait.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat
mengatasi tantangan perpajakan dalam ekonomi gig dan menciptakan
kerangka hukum yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang

terlibat.
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